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ABSTRAK  

 

I Wayan Adhi Sukeyasa, 201310115264, Penerapan Hukum Terhadap Muncikari 

Dalam Tindak Pidana Prostitusi (Studi Putusan Perkara Nomor 834/Pid.B/2015/ 

PN.Jkt.Sel) 

  

 

 

Teknologi informasi yang semakin maju telah melahirkan suatu rezim hukum 

baru, yang dikenal dengan hukum siber (cyber law) atau hukum telematika. 

Sebahagian masyarakat tidak memanfaatkan teknologi infornasi tersebut sesuai 

dengan fungsinya malah menyalahgunakannya untuk melakukan beberapa 

kejahatan dan pelanggaran. Permasalahan dalam skripsi ini, mengenai penerapan 

hukum terhadap muncikari yang melakukan tindak pidana prostitusi online pada 

Putusan Perkara Nomor 834/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Sel dan penerapan sanksi pidana 

terhadap muncikari yang melakukan tindak pidana prostitusi online pada Putusan 

Perkara Nomor 834/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Sel. Skripsi ini, menggunakan metode 

penelitian hukum normatif (kepustakaan) untuk mendapatkan kesimpulan tentang 

penerapan hukum terhadap muncikari yang melakukan tindak pidana prostitusi 

online pada Putusan Perkara Nomor 834/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Sel, menurut penulis 

kurang tepat dikarenakan dalam melakukan transaksi prostitusi dengan pengguna 

PSK serta PSK-nya, muncikari menggunakan sarana dan prasarana media 

elektronik dan media sosial untuk memudahkan perbuatan cabul bagi pengguna 

PSK dan PSK-nya. Penerapan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 

(empat) bulan terhadap muncikari yang melakukan tindak pidana prostitusi online 

pada Putusan Perkara Nomor 834/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Sel, merupakan ancaman 

pidana maksimum dalam Pasal 296 KUHP. Hal ini, tidak mencerminkan 

penegakan hukum oleh Majelis Hakim.  
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ABSTRACT 

 

I Wayan Adhi Sukeyasa, 201310115264, Application of Law Against Squirrel in 

Prostitution Crime (Study of Case Decision Number 834 / Pid.B / 2015 / 

PN.Jkt.Sel) 

  

 

 

An increasingly advanced information technology has given rise to a new legal 

regime, known as cyber law or telematics law. Some people do not use 

information technology in accordance with their functions instead of misusing it 

to commit several crimes and violations. The problem in this thesis is regarding 

the application of the law to pimps who carry out criminal acts of online 

prostitution in Case Decision Number 834 / Pid.B / 2015 / PN.Jkt.Sel and the 

application of criminal sanctions against pimps who commit criminal acts of 

online prostitution in Decision Case Number 834 /Pid.B/2015/ PN.Jkt.Sel. This 

thesis uses normative legal research methods (literature) to draw conclusions 

about the application of the law to pimps who carry out criminal acts of online 

prostitution in the Case Decision Number 834 / Pid.B / 2015 / PN.Jkt.Sel, 

according to the author is not appropriate because of doing prostitution 

transactions with users of commercial sex workers and commercial sex workers, 

running around using electronic media and social media facilities and 

infrastructure to facilitate obscene conduct for users of commercial sex workers 

and commercial sex workers. Application of imprisonment sanctions for 1 (one) 

year and 4 (four) months against pimps who commit criminal acts of online 

prostitution in Case Decision Number 834 / Pid.B / 2015 / PN.Jkt.Sel, is the 

maximum criminal threat in Article 296 of the Criminal Code . This does not 

reflect law enforcement by the Panel of Judges. 
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